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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk
menjawab pertanyaan apa saja upaya pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf
Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap
upaya pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Pasar Paing Rungkut Kidul
Surabaya.

Data penelitian disusun setelah menelaah buku yang ada kaitannya dengan
pembahasan, kemudian data yang di kumpulkan dari lapangan yang selanjutnya di
analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.
Yakni dengan memaparkan secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta atau data
yang akan diteliti, kemudian di konfirmasikan dengan data literature yang ada
kaitannya dengan pembahasan. Dan langkah terakhir yakni di tarik kesimpulan yang
bersifat umum dari analisis yang diperoleh dari kedua data tersebut.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan terhadap
pengelolaan dan pengembangan Pasar Paing adalah dengan membuat kebijakan
pembangunan pasar, dari pasar tradisional menuju pasar modern. Dengan
pengembangan selanjutnya adalah nadzir berupaya menambah fasilitas yang
mendukung untuk pemberdayaan dan peningkatan Pasar Paing misalnya,
penambahan stand jual beli, didirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), ruang
pameran, depot, took emas, kantor informasi, mushala, sampai pada kegiatan
perlombaan burung. Dimana jika dilihat upaya yang dilakukan tersebut “tidak Biasa”
yang dilakukan oleh pasar pada umumnya, yakni kegiatan jual beli. Sehingga dari
upaya yang dilakukan oleh nadzir (Pengurus YATAWA PP) tersebut adalah sudah
sesuai dengan hukum islam. Disini lebih dinilai pada : cara nadzir dalam
mengembangkan usaha yang berbeda dan memberdayakan tanah wakaf, tujuan wakaf
yang sesuai dengan Al quran dan hadist serta pemanfaatan hasil pengembangan yang
tepat pada sasaran wakaf.

Dimana dari penelitian ini diharapkan kepada nadzir wakaf untuk lebih
meningkatkan pengembangan Pasar Paing dalam rangka memberdayakan tanah
wakaf, serta sebagai apresiasi masyarakat terhadap pengelolaan dan pengembangan
praktek wakaf yang ada di daereh sekitar.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam harus yakin bahwa Allah SWT tidak menciptakan manusia
dan tidak menciptakan jin kecuali untuk beribadat kepada-Nya secara
keseluruhan, baik seluruh sikap hidup dan kehidupan manusia secara pribadi,
maupun sebagai anggota masyarakat.

Dalam pelaksanaan ibadat tersebut Allah telah mengatur caranya, baik
dalam bentuk khusus yang telah ditentukan cara, waktu, dan tempatnya, seperti
sholat, puasa, dan haji, maupun dalam bentuk ibadat secara umum. Ibadat secara
umum merupakan pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya melalui
pengabdian untuk kepentingan kemanusiaan dan kemasyarakatan, yaitu untuk
kepentingan umum atau kepentingan jama’ah.

Pelaksanaan ibadat dipraktekkan dan dimanifestasikan melalui
pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Salah
satu bentuk ibadat melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk
kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur
oleh syari’at islam adalah wagof dalam Perundang-undangan Indonesia, dan

seterusnya ditulis dengan kata wakaf"

! Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 2
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Dalam catatan sejarah Islam, wakaf sudah dipraktekkan baik dalam
bentuknya yang masih tradisional atau konvensional, dalam arti bentuk wakaf
berupa benda-benda tidak bergerak maupun wakaf produktif berupa wakaf uang
atau wakaf tunai (cash wagf).*

M Syafi’i Antonio yang mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhori, menjelaskan bahwa Imam Az Zuhri salah satu seorang ulama
terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits (fadwin al-hadits) mengeluarkan
fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untuk membangun
sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah
dengan menjadikan uvang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan
keuntungannya sebagai wakaf.’

Firman Allah SWT :

@

@ o, o),//ro 0’91 " ° ’//o’
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Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna)
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan
apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah
mengetahui”. (QS : Ali Imron :92)

Hadits Nabi saw :

2 Achmad Djunaidi Thobieb Al-Asyhar, Menuju era wakaf produktif sebuah upaya progresif
untuk kesejahteraan umat, h. 27
} Ibid, h. 27
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Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad SA W telah
bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka
putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu
yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakan orang
tuanya’*

Dari ayat Al quran dan hadist tersebut menyebutkan bahwa sedekah
merupakan satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya.
Sedangkan inti sedekah adalah bermanfaatnya segala perbuatan itu untuk orang
lain, dalam hal ini wakaf adalah salah satu bentuk dalam sedekah, dimana karena
manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum.
Namun pada awal perkembangannya wakaf hanya dipahami sebatas pemanfaatan
tempat peribadatan yang berbentuk masjid dan mushala.

Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan
mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu
sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad
dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas,
maslaha mursalah dan lain-lain.penafsiran yang sering digulirkan oleh para
ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan shadaqah jariyah, yaitu suatu

amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa

dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

4 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 31



Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) islam masuk dalam
wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap
penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorentasi pada masa depan).’

Dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan
secbuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang
memiliki jangkauan yang sangat luas.

Memang ditinjau dari hukum yang dimiliki, ajaran wakaf hanya
merupakan anjuran (sunnah), namun potensi yang dimiliki dalam wakaf sangat
besar sebagai sarana kesejahteraan kehidupan masyarakat dalam pengembangan
wakaf kedepan. Selain itu, wakaf mempunyai kelebihan yang terletak pada aspek
kemanfaatan yang bersifat abadi, sedangkan pokoknya (asalnya) tetap utuh
sampai waktu lama bahkan abadi.

Namun sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf
berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham Syafi’iyyah dan adat
kebiasaan setempat. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960
tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Perwakafan Tanah Milik,
masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan
keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah

secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau amal sholeh yang

3 Ibid, h. 69-70



mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur
administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak
akan berani mengganggu gugat tanpa izin Allah.

Dari sinilah kemudian muncul berbagai analisis tentang pentingnya
wakaf yang dewasa ini digalakkan di beberapa negara Islam di dunia, dimana
apabila dihubungkan dengan jumlah tanah wakaf di negara kita yang saat ini
sedang menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf
merupakan salah satu lembaga islam yang sangat potensial untuk lebih
dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun
sayangnya, wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya hanya
dimanfaatkan pada hal-hal yang bersifat konsumtif tradisional dan belum
dikelola secara produktif profesioanal. Misalnya saja seseorang yang
mewakafkan tanahnya untuk gedung sekolahan, dimana tanah tersebut hanya
dikelola sebagai tempat pendidikan saja tanpa dikembangkan dan difungsikan
sebagai sarana lain maka hasil yang akan didapat hanya sebatas untuk kebutuhan
internal sekolahan saja. Lain lagi jika gedung sekolahan tersebut dikembangkan
dan difungsikan scbagai sarana lain. Misalnya gedung tersecbut dibangun
ruangan multi fungsi atau ruang kosong yang bisa digunakan dan disewakan
kepada masyarakat sebagai balai pertemuan, tempat resepsi atau untuk tempat

lainnya dan hasil penyewaan tersebut dimanfaatkan untuk subsidi siswa yang



kurang mampu, menambah gaji guru dan lain-lainnya, maka wakaf tersebut lebih
bermanfaat tanpa mengurangi tujuan wakaf sebelumnya.

Dengan demikian wakaf di Indonesia belum terasa pemanfaatannya bagi
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat jika masyarakat atau nadzhir wakaf
tidak cerdik dan tanggap dalam mengelola serta mengembangkan wakafnya
untuk lebih berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
disekitar tanah wakaf tersebut.

Dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam
pasal 42 dan pasal 43 (ayat 1-2) ¢ . Disebutkan bahwa :

Pasal 42 : Nadzhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43 :

1. pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana
dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah.

2. pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, mushola,
sekolah, pondok pesantren, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah
wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya
dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir

miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk

kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh

% Departemen Agama, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, undang-Undang RI
No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang
pelaksanaannya, 21-22



positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya
terbatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara
produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari
lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk
dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Karena institusi perwakafan
merupalan salah satu asset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu
mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.’

Sepanjang sejarah, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting
dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan
masyarakat islam. Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu bagi
pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di
bidang kesehatan dan pendidikan seperti: pembangunan rumah sakit, sekolah
medis, dan pengembangan industri dibidang obat-obatan serta kimia.®

Melihat kecenderungan yang potensial dalam perkembangan pengelolaan
wakaf, maka seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang
cenderung berhadapan dengan kehidupan yang global, maka hal-hal spesifik
pengembangan ekonomi yang menyejahterakan umat menjadi semangat baru.

Dalam pemberdayaan ekonomi bukan hanya bisa dilakukan melalui zakat, infak,

7 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,
Perkembangan Pengelolahan Wakaf di Indonesia, h. 2-3
8 M. Abdul Manan, Sertifikat Wakaf' Tunai Sebuah Inovasi dan Istrumen, h. 31-32



atau shadaqah, melainkan perbankan syari’ah dan wakaf dinilai sebagai alternatif
yang cukup memadai.

Tidak berlebihan bila reformasi pengelolaan wakaf di banyak negeri
Muslim dilatar-belakangi adanya kenyataan bahwa pada pertengahan abad ke-19
sekitar 1/2 dari luas tanah produktif di Aljazair disumbangkan sebagai wakaf.
demikian juga di Tunisia pada tahun 1883, wakaf tanah disana mencapai jumlah
1/3, di Turki (1928) mencapai 3/4, di Mesir (1935) mencapai 1/7, Iran pada tahun
1930 mencapai 15%. Akumulasi pemilikan tanah wakaf yang begitu luas telah
mendorong beberapa negara melakukan reformasi 2

Meskipun sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang
sangat penting dalam pengembangan masyarakat muslim, namun kita juga
menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf tidak selalu mencapai
hasil yang diinginkan. Sebaliknya studi-studi terhadap pengelolaan wakaf selain
memperlihatkan berbagai manfaat wakaf, juga memperlihatkan berbagai
penyelewengan (mismanagemenf) wakaf yang tidak jarang terjadi. Oleh
karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai
tujuan diadakannya wakaf.'’

Salah satu pertimbangan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang wakaf adalah perlu ditingkatkan peran wakaf sebagai pranata

keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan

® Ibid,h. 34
19 Ibid, h. 33



sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomis yang berpotensi, antara lain
untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan
pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah."’

Pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif merupakan hal yang
baru dalam perkembangan wakaf di Indonesia. agar hal ini dapat terlaksana
dengan baik, maka diperlukan organisasi pengelola wakaf yang mampu menjalin
kemitraan dengan lembaga lain yang peduli terhadap dunia wakaf. Selama ini
terlihat pemberdayaan dan pengembangan wakaf mengalami banyak hambatan
dan rintangan, terutama dalam hal pengelolaan wakaf yang tidak produktif
sehingga kurang dirasakan manfaatnya kepada masyarakat yang memerlukan.
Oleh karena itu, pemberdayaan dan pengembangan wakaf harus diarahkan
kepada wakaf produktif melalui manajemen yang sesuai dengan syariat Islam
dengan menggerakan seluruh potensi yang terkait. Organisasi wakaf yang
dikembangkan dalam peraturan perundang-undangan saat ini harus merespon
segala persoalan yang dihadapi masyarakat pada umumnya dan umat islam pada
khususnya. Persoalan masyarakat yang paling mendasar adalah kemiskinan, yang
mempunyai dampak kepada masalah lain seperti kesehatan, pendidikan, dan
pemenuhan hak-hak asasi manusia lainnya.

Di Rungkut Kidul Surabaya sebuah Yayasan Tanah Wakaf Pasar Paing

Rungkut Kidul Surabaya memulai pengembangan tanah wakafnya, bermula dari

' Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 274-275
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kondisi tanah wakaf yang sering beralih fungsi dari menjadi sawah, lapangan
sepak bola, balai kelurahan dan gedung pasar. Tanah wakaf yang berada
diwilayah stretegis secara ekonomi tersebut, dimana potret lokasi tanah wakaf
berdekatan dengan kawasan perumahan dan perindustrian serta posisi bangunan
yang berada diarea jalan raya sehingga memungkinkan peredaraan mesin uang
yang sangat besar dan merupakan sumber pendapatan yang sangat luar biasa bagi
masyarakat sekitar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengubah pola pikir
masyarakat tentang pemahaman wakaf yang saat ini lebih terfokus kepada hal
yang konsumtif seperti untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana
ibadah, misalnya, masjid, mushalah, yayasan yatim piatu, madrasa, dan lain-
lainnya. Pemahaman wakaf saat ini harus berorientasi kepada wakaf produktif,
tidak hanya untuk kepentingan peribadatan tetapi lebih ditekankan kepada
kepentingan masyarakat seperti pembangunan perumahan, perkantoran, pasar
swalayan dan sebagainya yang hasilnya digunakan untuk kepentingan
masyarakat dalam menuntaskan kemiskinan.

Oleh karena itu, pemberdayaan tanah wakaf dengan luas tanahnya 8.985
m?, dibawah naungan nadzhir menjadi secbuah keniscayaan. Maka dari
kesepakatan nadhir dan masyarakat sekitar didirikanlah sebuah pusat

perdagangan dan perekonomian bagi masyarakat Rungkut Kidul dan diberi nama
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“YAYASAN TANAH WAKAF PASAR PAING RUNGKUT KIDUL
SURABAYA”.

Melihat kondisi tersebut, pemberdayaan tanah wakaf dengan berbasis
pada pertimbangan ekonomi disekitar lokasi, bahkan jika upaya pemberdayaan
benar-benar dilaksanakan, maka perkiraan nadhir wakaf akan memperoleh
keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan pada kondisi tanah wakaf yang
sebelumnya. Dimana usaha yang dilakukan tentunya tidak hanya terdiri dari
berdirinya stand-stand saja, namun ada usaha lain yang mendukung
pemberdayaan tanah wakaf tersebut.

Berangkat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji
upaya pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Pasar Paing yang dilakukan

oleh nadhir di kawasan Rungkut Kidul Surabaya tersebut.

. Rumusan Masalah
Dari paparan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan
beberapa masalah sebagai berikut :
1. Apa saja upaya yang dilakukan dalam Pengelolaan dan Pengembangan
Tanah Wakaf Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam Pengelolahan dan Pengembangan

Tanah Wakaf Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya?
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C. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai pengembangan wakaf ini sebenarnya bukan
permasalahan yang baru karena terdapat karya tulis yang membahas
permasalahan wakaf tersebut. Apalagi setelah diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 yang dijadikan pijakan dalam permasalahan perwakafan
di Indonesia saat ini. Diantara karya tulis itu adalah ;

Skripsi yang ditulis oleh A.Chusnul Yaqin yang berjudul Praktek
Pengelolaan Tanah Wakaf di lingkungan Nahdlatul Ulama Cabang Kota
Surabaya, dimana didalamnya menjelaskan tentang pengelolaan tanah wakaf di
lingkungan Nahdlatul Ulama yang sudah sesuai dengan Hukum Islam maupun
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Didalam skripsi ini
disebutkan mengenai faktor kendala atau hambatan yang dihadapi adalah faktor
finansial, institusionil dan administrasi, sedangkan keberhasilannya adalah
banyak tanah wakaf yang sudah bersertifikat. .

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah dengan judul Efektifatas Pengurus
Yayasan Tanah Wakaf Pasar Paing (YATAWA PP ) Rungkut Kidul Surabaya.
Tetapi dalam skripsi tersebut lebih membahas pada kewajiban nadhir dalam
mengelolah tanah Wakaf Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya apakah sudah
termasuk katagori nadhir profesional dilihat dari efektifitas nadhir dalam
mengelolah tanah wakaf tersebut.

Sedangkan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah lebih terfokus

pada upaya pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif di
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pasar paing, dengan demikian skripsi yang ditulis kali ini bukanlah suatu
pengulangan dari karya tulis sebelumnya, namun melanjutkan penelitian
sebelumnya dengan objek permasalahan penelitian yang berbeda. Meskipun

objek penelitian kali ini sama, yaitu Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya.

. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam Pengelolaan dan
Pengembangan Tanah Wakaf Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap upaya Pengelolaan dan

Pengembangan Tanah Wakaf Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya

. Kegunaan Penelitian
Hasil tujuan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat
sekurang-kurangnya untuk dua hal :

1. Secara Teoritis: dapat dijadikan hipotesa dalam menyusun karya ilmiah
selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi ini. Selain
itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam arti membangun,
memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada khususnya yang

berkaitan dengan perwakafan.
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Secara Praktis: dapat dijadikan pijakan atau pertimbangan bagi penelitian
selanjutnya ataupun penerapan ilmu di masyarakat, khususnya yang

berkaitan dengan masalah perwakafan.

F. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah dalam judul skripsi ini yang perlu dijelaskan

definisinya secara operasional, sebagai berikut:

1.

2.

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola'2

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkanl3

Wakaf : adalah badan yang dibentuk yang berkaitan dengan agama islam
yang diperuntukan bagi kepentingan umum sebagai derma atau kepentingan
umum yang berhubungan dengan agama."

Produktif lebih pada pemaknaan dapat mendatangkan hasil, dimana skripsi
ini mengulas upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf yang di harapkan

dari hasil upaya tersebut dapat mendatangkan keuntungan yang lebih dan

diperuntukan sesuai tujuan wakaf .

. Paing sebagai nama pasar yang dikelola oleh pengurus yayasan tanah wakaf

pasar paing, nama paing merupakan nama yang sudah ditetapan dari dulu

12 Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia, h. 411
" Ibid h. 414
14 Ibid, h. 1006
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yang berarti hari pasaran yang kedua, dimana pasar wagenya ada di
Sidoarjo."

Dengan demikian definisi operasional dalam penelitian ini adalah usaha
baik dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf Pasar Paing agar
lebih bermanfaat dan mendatangkan keuntungan yang akan diperuntukan

sesuai tujuan wakaf.

G. Metode Penelitian

1.

Data yang dikumpulkan

a. Motif nadzir tanah wakaf dalam mendirikan Yayasan Tanah Wakaf Pasar
Paing (YATAWA PP).

b. Struktur keorganisasian Yayasan Tanah Wakaf Pasar Paing (YATAWA
PP).

c. Upaya pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf menuju wakaf yang
produktif.

d. Kendala dalam upaya pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

e. Pemanfaatan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

'* Hasil Wawancara dengan Pengurus Yayasan Tanah Wakaf Pasar Paing, Agustus 2008
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a. Sumber Data Primer adalah data yang diambil dari kitab atau buku-buku
yang ada kaitannya dengan pembahasan judul skripsi, diantaranya
diambil dari hasil wawancara dengan :

1) Para pengurus Yayasan Tanah Wakaf Pasar Paing tokoh
masyarakat, para pedagang dan pihak-pihak yang terkait, dan tanah
wakaf yang menjadi objek penelitian yakni Pasar Paing Rungkut
Kidul Surabaya.

2) Dokumen yang ada kaitannya dengan masalah tanah wakaf Pasar
Paing yang diteliti.

3) Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf. Departemen
Agama,Direktorat Jendral bimbingan Masyarakat Islam

4) Kompilasi Hukum Islam, Fokus media.

b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data literer yang dibutuhkan dan di
peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah wakaf serta
hukum yang mengaturnya, diantaranya ;

1) Al Mughni Fi fuqgaha al Imam Ahmad Ibn Hanabil as syayibani, Ton
Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn qudamah

2) Al quran dan terjemah, Departemen Agama
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3) Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Direktorat
Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat
Islam.

4) Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk
Kesejahteraan Umat, Ahmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar.

S) Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Abdul Manan.

6) Figh lima MadzhabMughniyah, Muhammad Jawad

7) Terjemah Subulussalam 3, Abu Bakar Muhammad

8) Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek, Adijani
Al-Alabij.

9) Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang
Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa
Wakaf ), M. Abid Abdullah Al-Kabisi.

3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka
penulis menggunakan teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut :
a. Wawancara, yaitu mengadakan komunikasi secara langsung dengan nara
sumber diantaranya pengurus yayasan tanah wakaf pasar paing, para
pedagang atau pemilik stand, dan masyarakat sekitar rungkut yang

mengerti masalah perwakafan tanah tersebut.
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b. Observasi, yaitu dengan mengamati, melihat dan memperhatikan,
mendengar dan sebagainya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Pasar Paing Rungkut Kidul
Surabaya.

c. Studi dokumen, yaitu dokumen-dokumen terpenting yang terkait dengan
wakaf Pasar Paing.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang berhubungan dengan penelitian diperoleh,
maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisis data yang
telah diperoleh tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisa
data adalah deskriptif-analitis dengan pola pikir induktif.

Deskriptif yakni menggambarkan secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta atau data yang diselidiki'®.

Analitis yakni proses berfikir dengan mengkonfirmasikan dari data
kancah dengan data-data yang didapat dari literer untuk mewakili dan
diambil suatu maksud yang lebih berkualitas.

Pola pikir induktif yakni cara berfikir berangkat dari fakta-fakta atau
peristiwa yang bersifat khusus kemudian ditarik argumentasi yang dapat

mendukung fakta itu dan dakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum

16 M. Nadzir, Metode Penelitian, h.406
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berupa generalisasi'’. Metode ini digunakan dalam rangka menela’ah data
yang ada pada masing-masing objek penelitian.
5. Sistem Pembahasan
Agar penelitian ini sistematis maka dalam penelitian ini sistematika

pembahasan diorganisasikan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Kajian pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penclitian, Definisi
Operasional, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan landasan teoritis tentang wakaf yang meliputi : :
Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Tujuan
Wakaf dan Macam-Macam Wakaf.

Bab III berisikan data penelitian yang terdiri dari Gambaran Lokasi,
Sejarah Wakaf Pasar Paing dan Yayasan Tanah Wakaf Pasar Paing , Struktur
Pengurus Yayasan Tanah Wakaf Pasar Paing Surabaya (YATAWA PP), Upaya
Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf serta Kendala-kendalanya dan
Pemanfaatan Hasil Pengembangan Tanah Wakaf.

Bab IV merupakan analisis terhadap pengelolaan dan pengembangan
wakaf tanah Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya ditinjau dari Hukum Islam.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

17 Anton Bekker dan Ahmad Caharris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, h. 43



BAB II
PERWAKAFAN

A. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa, perkataan “waqf” berasal dari bahasa Arab “wagofz
yaqifu-waqgf” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan,
meletakkan, mengatakan, mengabdi, memahami, mencegah, dan tetap berdiri.!

Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian
yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul
ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud
dengan “fahbisul ashli’ ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak
diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang lain. Pengertian “cara
pemanfaatan’ adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf
(wakif) tanpa imbalan.’

Namun, para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah
(hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai
dengan perbedaan mazhab yang mereka anut. baik dari segi syarat pendekatan di
dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan.
Selain itu juga perbedaan persepsi didalam tata cara pelaksanaan wakaf dan apa-

apa yang berkaitan dengan wakaf seperti persyaratan serah terima secara

; Abd. Manan, Aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia, Hal. 237-238
ibid, h.38

20
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sempurna dan sebagainya’. Di dalam tata cara wakaf Al Minawi yang bermazhab
Syafi’i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki
dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan
keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari
harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Sedangkan Al Kabisi yang bermazhab hanafi mengemukakan bahwa wakaf
adalah menahan benda dalam kepemilikan wakif dengan menyedekahkan
manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan
bendanya.

Imam Malik mengemukakan bahwa wakaf itu adalah menjadikan manfaat
benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada
yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang
di perjanjikan atau yang dikehendaki oleh yang menyewakan®, pendapat Imam
Malik ini wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bila
berlaku untuk waktu tertentu saja sesudah itu kembali kepada pemiliknya.
Pendapat ini dinilai cukup relevan dengan kondisi hukum positif di Indonesia
saat ini yang mengenal dengan hak guna bangunan (HBG), hak pakai dengan
sistem kontrak. Jika pandapat Imam Malik ini diterapkan, maka wakaf akan

mendapat perluasan makna dan perluasan kesempatan kepada pihak yang tidak

3 M.Abid Abdullah Al Kabisi, Hukum wakaf kajian kontemporer pertama dan terlengkap
tentang fungsi dan pengelolaan wakafl serta penyelesaian atas sengketa wakaf, terj. Ahrul Sani
Faturrahman dkk, h. 38-39

4 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, h. 238-239
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memiliki benda permanen yang ingin diwakafkan tetapi memiliki benda yang
berstatus temporer. Selain membuka lebih lebar kepada calon wakif, kekayaan
wakaf akan semakin bertambah dan memungkinkan bisa dikembangkan secara
maksimal.’

Selain definisi yang terdapat menurut figih klasik, khusus di Negara
kita Indonesia ini terdapat rumusan wakaf scbagaimana terdapat dalam
Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3017) dalam pasal 1 ayat 1 dikemukakan bahwa :

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan
sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya

untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum
lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.®

Sementara dalam perkembangan terakhir di Indonesia, selain yang
terdapat dalam PP. No. 28 Tahun 1977, persoalan wakaf telah diatur pula dalam
Kompilasi Hukum Islam.” Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat
KHI) definisi wakaf tidak lagi dikhususkan pada tanah milik sebagaimana PP
No. 28 tahun 1977. KHI menyebutkan dalam buku III tentang Hukum
Perwakafan yang menyatakan : “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

5 ibid,h. 239
¢ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h..104
7 ibid h. 10-11
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untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.®

Kelihatannya antara batasan yang terdapat dalam PP. No. 28 Tahun 1977
dan KHI terdapat dua perbedaan yang penting, yaitu; Perfama dalam PP No. 28
Tahun 1977 dikhususkan tanah milik sedangkan KHI umum sifatnya tidak
mengkhususkan terhadap benda tertentu asal ia bersifat kekal, tahan lama dan
melembagakannya untuk selama-lamanya. Kedua, perbedaan redaksionalnya
saja. Namun, bila dianalisa KHI merupakan hasil revisi terhadap apa yang telah
dirumuskan oleh PP. No. 28 Tahun 1977 pada waktu dahulu. Sedangkan menurut
Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa : "wakaf adalah
perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk
dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai
kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut
syariah.”

Memperhatikan kepada batasan wakaf yang telah dikemukakan ulama-
ulama figh, pada prinsipnya tidak terjadi perbedaan yang prinsip, hanya saja
berbeda dalam menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi. Yang terjadi

perbedaan, apakah harta yang diwakafkan itu masih berada dalam hak

kepemilikan si wakif atau terlepas kepada yang menerima. Tetapi, sebagaimana

8 Kompilasi Hukum Islam, h. 94

® Departemen Agama Direktoriat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaannya, h. 3
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yang telah dirumuskan ulama-ulama di Indonesia, lebih memilih pendapat yang
menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan itu menjadi lepas dari pemilik
semula menjadi milik Allah SWT atau untuk umat Islam."°.
B. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya wakaf bersumber dari
pemahaman teks ayat al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-
Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Namun, Al-Quran
hanya menyebut dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata-kata
wakaf. Para ulama fikih yang menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar
wakaf dalam Islam. Seperti ayat-ayat yang membicarakan sedekah, infaq dan
amal jariyah. Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf sudah tercakup di dalam
cakupan ayat tersebut. Membicarakan mengenai menafkahkan harta dan
termasuk didalamnya mewakafkan harta yang dimilikinya, telah disebutkan

dalam surat Al-Bagarah ayat 215'":
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Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan.
Jawablah :"Apa saja yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan
kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin
dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan” Dan apa saja

1% Abdul Halim, Hukun Perwakafan di Indonesia, h. 11-12
' Penterjemaly Yayasan Penyelenggara Pentafsir Al Quran, A/-Quran dan Terjemahnya,
h.52
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kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui’.

Dari ayat diatas Allah menyebutkan dengan kata “anfigu” untuk
perbuatan berbagai bentuk pengeluaran harta yang dimiliki dengan tujuan
sabilillah. Dalam ayat lain juga disebutkan dengan kata “Anfaqu”. Yaitu anjuran
membelanjakan harta yang dimiliki sebelum datang hari kiamat atau tiba saa-
saat yang menentukan, dimana umat manusia yang dituntut adalah amal

kebajikannya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 254 12
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dan belanjakanlah
sebagian rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang
suatu hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi
persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang
kafir itulah zalim’.

Dengan kata yang sama yaitu “yunfigu” dijumpai juga dalam surat al-
Bagarah ayat 261, dimana Allah mengumpulkan orang yang mau menafkahkan
hartanya, pada mulanya hanya satu butir, lalu darinya akan bercabang masing-
masing menghasilkan tujuh, padanya menumbuhkan pula seratus biji. Inilah
contoh yang diberikan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah

26113

12 ibid, h. 62
1 ibid, h.65
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Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan olei) orang-orang yang
menatkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir
benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus
biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia
kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi Maha
Mengetahui”

Namun ajaran ini ditegaskan olch beberapa Hadits Nabi yang
menyinggung masalah ini, yaitu:

-
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Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a. (katanya) : Sesungguhnya Nabi Muhammad
SAW bersabda: “Apabila manusia mati, maka putuslah amalnya,
kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau
anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.’**

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut menurut

Muhammad Ismail al-Kahlani adalah:
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Artinya: “hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para
ulama menafSirkan shadagah jariyah dengan wakaf”"

4 Abu Bakar Muhammad, Terjemah Subulus Salam 3, h. 311
15 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 11
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Ada hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah
wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di

Khaibar :
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Artinya : "Abdullah Ibn Umar berkata, berkata, bahwa Sahabat Umar r.a,
memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap
kepada Rasulallah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: ‘“ya
Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya
belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang
engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: ‘Bila kau
suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau shadaqahkan
(hasilnya).” Sesungguhnya harta wakaf itu tidak boleh dijual, tidak
diwarisi dan juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: "Umar
menyedekahkan dengannya (tanah tersebut) kepada orang-orang
fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibn sabil, dan tamu.
Dan tidak mengapa/tidak dilarang bagi yang menguasai tanah
wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik
(sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud
menumpuk harta.”™°

' Mauqu al-Din Ibn Muhammad Abdullah Ibn Ahmad bin Qadamah, al-Mughni fi ‘Ahdi al-
Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Juz-5, hal. 348
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Hal tersebut diatas adalah beberapa dalil yang menjadi dasar hukum
disyari’atkannya wakaf dalam syari’at Islam. Dan jika kita lihat dari beberapa
dalil tersebut, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim
merupakan realisasi ibadah kepada Allah SWT. Melalui harta benda yang
dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang

lain (masyarakat umum).

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Kendati para imam mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan
pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk
membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat wakaf. Rukun artinya
sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsure pokok dalam
pembentukan sesuatu hal. Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan tegak berdiri,
begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.

Khusus mengenai jumlah rukun tersebut terdapat perbedaan pendapat
antara mazhab Hanafi dengan jumhur ulama. Menurut ulama mazhab hanafi
bahwa rukun wakaf itu ada satu, yakni akad yang berupa ijab (pernyataan dari
wakif). Sedangkan qobul (pernyataan penerima wakaf) tidak termasuk rukun

bagi ulama mazhab Hanafi disebabkan akad tidak bersifat mengikat.'”

17 Abdul Halim, Hukum perwakafan di Indonesia, h. 16-17
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Menurut jumhur ulamaa dari mazhab syafi’i, maliki dan hambali rukun
wakaf itu ada 4 (empat ) macam. Dimana rukun tersebut adalah :
1) Wakif(orang yang berwakaf)
2) Benda yang diwakafkan
3) Maukuf alaih (orang yang menerima wakaf)

4) Dan lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf

1. Adanya Wakif (orang yang berwakaf)
Seorang wakif harus memenuhi dua macam syarat yang wajib
dipenuhi sekaligus, yaitu :

a. Karena wakaf merupakan bentuk dari sumbangan, maka wakif haruslah
pemilik dari harta yang disumbangkan. Untuk itu seorang wakif haruslah
memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum.

Orang yang memberikan wakaf haruslah memiliki kecakapan
hukum, dan bisa dikatakan hukum jika memenuhi 4 (empat kriteria)
yaitu:

1) Berakal
Para ulama sepakat bahwa wakif haruslah berakal dalam
pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnya dianggap sah begitu pula

dalam hal pengelolaanya'®. Dengan demikian, wakaf orang gila tidak

' M.Abid Abdullah Al Kabisi, Hukum wakaf kajian kontemporer pertama dan terlengkap
tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf] terj. Ahrul sani
Feturrahman, h. 219
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sah, lantaran dia tidak dikenai kewajiban (bukan orang mukallaf),
serta tidak dihukumi maksud, ucapan dan pe:rbuatannya.19

Bagi orang yang berwakaf hendaklah orang yang ahli berbuat
kebaikan dan wakaf dilakukan secara sukarela, tidak karena dipaksa.
Seperti juga disyaratkan bagi penjual dan pembeli, maka yang
dimaksud dengan “ahli berbuat kebaikan” disini adalah orang yang
berakal (tidak gila/bodoh)

Untuk itu tidak sah jika wakaf diberikan kepada orang gila,
karena dia tidak berakal dan tidak pula dapat membedakan sesuatu
serta tidak layak melakukan kesepakatan (akad) dan aturan.

Selain itu, ijma tidak mengakui keterangan atau kesaksian dari
orang yang tidak berakal, karena dianggap tidak sah dan tidak
berdampak apapun, disebabkan hilangnya akal sebagai landasan
dalam setiap perbuatan dan keputusan.”’

2) Dewasa (baligh)
Tidak sah hukumnya wakaf yang berasal dari anak-anak yang
belum baligh. Sebab, jika dia belum dapat membedakan sesuatu maka
dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya, walaupun dia adalah

anak yang sudah mengerti, dia tidak layak membuat suatu keputusan,

' Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, h. 393

% M.Abid Abdullah Al Kabisi, Hukum wakaf kajian kontemporer pertama dan terlengkap
fentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf, terj. Ahrul Sani
Feturrahman, h. 219



31

bersedekah dan segala bentuk kesepakatan yang akan membahayakan
sendiri.

Tidak ada pengecualian, baik itu anak kecil yang telah diberi
izin dalam perniagaan ataupun tidak (pendapat dari golongan
mayoritas fuqaha, seperti mazhab Syafi’i, Maliki, Hambali, Zahiri,
Siy’ah, Jafariyah dan Zaidiyah), sebab anak kecil yang belum baligh
bukan tergolong orang yang berhak berderma.”!

3) Tidak dalam tanggungan, karena boros dan bodoh

Dalam kaidah fikih menyatakan bahwa wakaf dari orang yang
boros dan bodoh, yang masih dalam tanggungan(perwalian), adalah
tidak sah. Sebab sedekah itu tidaklah sah kecuali dilakukan dengan
kesadaran dan keinginan seseorang.

Al Kamal, mengutip pendapat Al Khasaf, mengatakan
diantara syarat-syaratnya adalah dia tidak dalam tanggungan,
meskipun oleh hakim, Karena boros atau utang untuk mewakafkan
tanahnya. Sebab maksud pertanggungan tersebut adalah agar tidak
mengeluarkan hartanya yang bisa menimbulkan utang atau
membahayakan pribadinya.

Namun, mayoritas fuqaha seperti Hanafiyah, Syafi’iyah,

Malikiyah, Hanabilah dan Jafariyah, berpendapat bahwa wasiat dari

2 ibid, h. 225
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orang yang boros diperbolehkan dalam jumlah terbatas, yaitu
maksimal 1/3 dari harta, seperti halnya wasiat orang dewasa dan
berakal. Sebab maksud dari pembatasan tersebut adalah menjaga
harta miliknya.
4) Kemauan sendiri
Wakaf haruslah atas kehendak sendiri, bukan atas paksaan dari
pihak manapun. Ulama telah sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari
orang yang dipaksa maka hukumnya tidak sah, begiitu pula hukum
atau ketentuan bagi setiap perbuataannya. Hal ini didasarkan hadist
yang diriwayatkan oleh hakim dan Ibn Majah, bahwasanya Rasulullah
SAW bersabda “telah diampuni umatku karena kekeliruan, lupa dan
keterpaksaan”.?2
Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemaksaan dalam
bertindak tidak hanya terbatas pada pemaksaan dalam bentuk
perbuatan tetapi juga dalam bentuk perjanjian yang membahayakan
diri atau siapa saja yang akan melaksanakannya.
5) Merdeka
Merdeka adalah salah satu syarat bagi seorang wakif dalam
mewakafkan hartanya dan tidak satu mazhab pun yang

menentangnya, kecuali sebagian pengikut Zahiriyah.

2 ibid, h. 229
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Ulama Zahriyah berpendapat berdasarkan pendapat mereka
tentang sahnya wakaf dari seorang tuan, seorang budak dapat saja
memiliki hak atas harta tertentu, semisal warisan atau derma dari
seseorang. Jika budak itu bisa memiliki sesuatu, maka diapun boleh
menggunakannaya, karena dia boleh mewakafkan hartanya atau
menyedekahkannya.”

b. Karena wakaf merupakan penyerahan hak pada orang lain, maka
pengelolaanya juga dari pihak atau orang yang diberikan hak harus
memenuhi dua perkara yakni :

1. hendaknya tidak terkait hutang dengan pewakaf

dalam hal ini ditakutkan jika nadzir wakaf terkait hutang
dengan pewakaf maka bisa menjadi permasalahn baru dan menambah
ruwetnya dalam pengelolaan wakaf kedepan

2. tidak dalam sakit parah yang mengakibatkan kematian
dalam hal ini hendaklah si pewakaf menyerahkan wakafnya
kepada nadzir yang saat itu dalam keadaan sehat. Karena secara hukum
siapa pun tidak dapat dikatakan sakit parah, kecuali dia meninggal
akibat sakit itu, maka barulah setelah dia meninggal karena penyakit
tersebut maka bisa dikatakan menderita penyakit parah.

. Benda yang diwakafkan

Bibid, 4 230
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Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai
berikut :**
a) Barang atau benda yang tidak rusak ketika diambil manfaatnya
b) Kepunyaan orang yang berwakaf
c) Bukan barang haram atau najis

Namun menurut M. Abid Abdullah Al Kabisi dalam mewakafkan
harta agar dapat dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat,
diantaranya adalah :*°
a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)

Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang
dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal ataupin
tertentu.”®

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari harta
yang bernilai ada dua, yaitu : yang pertama, bernilai secara etimologi
yakni, memiliki nilai yang dapat menjamin jika terjadi satu kerusakan.
Dalam prakteknya harta bisa dikatakan bernilai jika harta tersebut
dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi
bagaimanapun. Kedua, harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam

meminjam serta bisa digunakan sebagai hadiah. Jadi yang menjadi subjek

2 Adijani Al Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, h. 33
B Al Kabisi, Hukum wakal h. 247
% ibid, h. 248
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dalam wakaf adalah harta yang memiliki harga atau nilai, baik itu harta
yang tidak bergerak atau harta yang bergerak.
Harta wakaf itu jelas bentuknya

Fugaha mengharuskan syarat syahnya wakaf adalah jika harta
tersebut diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa.’’ Jika
harta tersebut tidak diketahui secara pasti, maka harus diberikan batasan
pada setiap empat sisinya, agar kesaksian dari wakaf dapat dinyatakan
syah®®.

Namun yang terjadi saat ini, dalam setiap tindakan pengalihan
kepemilikan haruslah diberi batasan pada setiap empat sisi harta wakaf
dan tidak hanya cukup dengan yang telah diketahui secara pasti saja.
Sebab, tindakan ini akan berlanjut sangat lama dan dalam tempo
yangtidak terbatas. Dan suatu saat bisa saja muncul ketidakjelasan harta
wakaf. Sedangkan hukumnya seperti harta wakaf. Karena itu, semua hal
yang menjadi penguat dari wakaf haruslah mencakup segala sesuatu yang
dibutuhkan dalam syarat sah wakaf. Selama hukumnya tetap tegak, dan
hal itu bisa tercapai jika diberikan batasan-batasan pada setiap sisi ruang

lingkup harta wakaf tersebut.?

% ibid, h. 249
2 ibid, h. 251
 ibid, h. 251
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¢) Merupakan harta milik waqif

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha
bahwa wakaf tidak sah, kecuali jika wakaf itu berasal dari harta milik
pewakaf sendiri. Sebab wakaf adalah satu tindakan yang menyebabkan
terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf.

Hal ini didasarkan pada hadis yang menyatakan :

Bahwa:’kata Umar kepada Nabi Saw bahwa sesungguhnya ada
seratus andil milik saya di pekarangan Khaibar, yang belum pemnah saya
dapatkan harta yang lebih saya senangi di bandingkan dari padanya.
Sesungguhnya saya bermaksud untuk menshadaqahkannya. Nabi
menjawab: enkau tahan asalnya (pokok), dan shadaqahkanlah olehmu
buahnya”. (HR. Nasai dan Ibn Majah dari Umar bin Khatab).”®

Hanya saja para fuqaha berbeda pendapat tentang keharusan
terpenuhinya syarat ini (harta wakaf harus milik dari wakif) saat
pelaksanaan wakaf sebagai berikut :

Ulama Malikiyah berpendapat dalam wakaf , tidak harus harta
tersebut milik dari pewakaf dia mewakafkannya. Berdasarkan hal ini, jika
dikatakan “aku telah memiliki rumah si fulan dan rumah itu akan menjadi
wakaf, kemudian orang itupun memilikinya”, maka sah wakafnya.

Kecuali dengan ungkapan yang bersifat umum, maka wakaf tersebut

tidak sah. 3!

** M. Musthafa Kamal Pasha dkk, Fikih Islam, h. 191

*!' M.Abid Abdullah Al Kabisi, Hukum wakaf kajian kontemporer pertama dan terlengkap
tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf, terj. Ahrul Sani
Feturrahman,h. 252
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Pendapat jumhur ulama adalah agar wakaf itu sah, maka harta
wakaf haruslah merupakan hak milik dari wakif saat mewakafkan
hartanya dengan sebenar-benamya.32
Harta wakaf itu dapat diserah terimakan bentuknya

Setiap harta yang diwakafkan harus bisa diserah terimakan
bentuknya agar sah wakaf. sebab sesuatu yang tidak boleh diwakafkan
menyebabkan wakafnya itu tidak sah*

Tetapi para fugaha berbeda pendapat tentang bentuk harta yang
bisa diserah terimakan untuk diwakafkan. Ulama Hanafiyah berbeda
pendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan, kecuali benda yang
akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak atau harta yang bergerak
yang memiliki ikatan (hak milik). Sebagian berpendapat harta yang boleh
diwakafkan adalah setiap harta yang bergerak dan yang bergerak. Bahkan
ulama Malikiyah menambahkan bahwa wakaf dari sesuatu yang

bermanfaat, sah hukumnya.**

. Maukuf Alaih (yang menerima wakaf)

Orang yang menerima wakaf ialah orang yang berhak memelihara

barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya.*’

32 jbid, h. 253
3 jbid , h. 261
3 jbid, h. 261
% Mughniyah, Muhammad Jawad, Figih Lima Madzhab, terj. Masykur dkk, h. 646
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Di syaratkan bagi maukuf alaih hadir sewaktu penyerahan wakaf,
harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan, bukan orang yang durhaka
kepada Allah dan orang yang menerima wakaf itu harus jelas dan tidak
diragui kebenarannya.*®

Menurut Adijani Al Alabij untuk orang atau pihak yang menerima
wakaf berlaku beberapa ketentuan, yaitu orang yang ahli memiliki, seperti
syarat bagi orang yang berwakaf artinya ia berakal, baligh, dan lain-lainnya

Namun ketika tujuan dari disyariatkan wakaf adalah untuk menjaga
kesinambungan pahala bagi pemberi wakaf, maka para ahli fikih mengkaji
syarat sasaran dari wakaf itu sendiri secara global adalah :*’
= Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan
= Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan kontinu
= Barang yang telah diwakafkan tidak kembali kepada si wakif
» Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai

harta wakaf
4. Sighat atau ikrar wakaf
Sighat adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau

benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan maupun melalui

36 Abdul Halim, Hukum perwakafan di Indonesia, h. 18

7 M.Abid Abdullah Al Kabisi, Hukum wakaf ksjian kontemporer pertama dan terlengkap
tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf, terj. Ahrul Sani
Feturrahman, h. 284
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tulisan. Sebagian ulama berpendapat perlu adanya ;qabul (jawaban
penerimaan), tapi kalau wakif itu untuk umum saja tidak harus ada qabul.*®
Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam
melaksanakan wakaf, antara lain adalah :
a. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam
b. Tidak memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan
c. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah
yang menimbulkan fitnah
d. Jika wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu pelaksanaannya setelah si
wakif meninggal dunia. Dan jumlah atau nilai harta yang diwakafkan
tidak boleh 1/3 sebagian jumlah maksimal harta yang boleh di wasiatkan.
Dalam Sighat juga mempunyai syarat tertentu pula, yaitu Sighat itu
tidak digantungkan, tidak diiringi syarat tertentu, jelas dan terang, tidak

menunjukkan waktu tertentu atau terbatas, tidak mengandung pengertian

untuk mencabut kembali terhadap wakaf yang telah diberikan.

D. Macam-macam Wakaf
Wakaf yang dikenal dalam syari’at Islam, dilihat dari penggunaan atau
yang memanfaatkan benda wakaf ada dua macam. Sayid Sabiq (1971:378)

menulis -macam-macamnya:

3% Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 34
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Artinya “Wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan

kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir miskin. Wakaf

yang demikian itu dinamakan wakaf ahli atau wakaf dzurri (keluarga).

Dan terkadang pula wakaf itu diperuntukan bagi kebajikan semata-
mata. Wakaf yang dmikian dinamakan wakaf khairi (kebajikan). 79

Dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk : wakaf ahli dan wakaf khairi.
1. Wakaf ahli

Wakaf ahli atau wakaf Dzurri kadang-kadang juga disebut Wakaf
‘Alal Aulad, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan
sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. *°

Saat ini, mayoritas pemerintah telah memperhatikan pentingnya
wakaf keluarga dan peranannya di jalan kebaikan yang pada akhirnya juga
akan menjadi wakaf umum, karena dalam wakaf keluarga juga terdapat
pokok benda, atau hak, atau manfaat yang sengaja ditahan untuk tidak
langsung dikonsumsi atau diperlakukan sesuai kehendak perorangan, dan
manfaatnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yaitu umumnya adalah

anggota keluarga dan keturunan wakif.*!

3 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 34
 ibid, hal. 35
' Mundzir Qohaf, Manajemen Wakaf Produktif h. 111



41

Jadi dalam wakaf keluarga juga terkandung makna pengembangan
asset wakaf yang pada suatu saat nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh
generasi yang akan datang, terutama kalangan tertentu yang berhak atas
wakaf tersebut.

Dengan pengertian seperti ini, wakaf yang menjadi bagian dari asset
investasi yang dapat membantu tujuan pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan generasi yang akan datang. Maka dalam sudut pandang ini,
wakaf keluarga merupakan bagian dari yang bentuk kedermawanan dalam
bidang ekonomi, sekalipun hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang
tertentu seperti keluarga dan keturunan wakif.

Jadi wakaf keluarga mempunyai kandungan makna kebaikan dan
kebaktian, karena merupakan kesejahteraannya atau paling tidak dapat
meringankan beban ekonomi yang dipikulnya. Adapun perlakuan tidak baik
yang kadang muncul terhadap wakaf keluarga dari para nadzir, karena faktor
terlalu lama mengurus wakaf atau tidak adanya badan pengawas yang
mengontrol kinerja wakaf keluarga atau tidak ada lembaga fatwa yang
mengarahkan kegiatannya*’. Sehingga pada perkembangan berikutnya wakaf
keluarga ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan

umum. Karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan

2 ibid, h. 112
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pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang diserahi wakaf, lebih-lebih jika
keturunan keluarga tersebut sudah berlangsung kepada anak cucunya.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum dibenarkan berdasarkan
Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik
tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di

ujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

4 o rd or o '
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Artinya:“...Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya
berpendapat scbaiknya kamu memberikannya kepada keluarga

terdekat.” Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga
dan anak-anak pamannya(Bukhari Muslim).”

Wakaf semacam ini dipandang sah, namun masalah yang mungkin
akan timbul dalam wakaf ini apabila turunan atau orang-orang yang ditunjuk
tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda-benda wakaf telah
punah*.

Bila terjadi hal-hal tersebut, dikembalikan pada syarat umum, yaitu
wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu. Dengan demikian meskipun orang-
orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda-beda wakaf telah punah,

hak tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang digunakan olch

3 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 35
“ Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 244-245
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keluarga yang lebih jauh atau bila tidak ada lagi, maka digunakan oleh
umum.

Namun berdasarkan pengalaman wakaf ahli yang mencapai ratusan
tahun mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan
wakaf yang sesungguhnya, terlebih bila keturunannya yang dimaksud telah
berkembang sedemikian rupa. Berdasarkan hal ini di Mesir wakaf ahli
dihapuskan dengan UU No. 180 Tahun 1952%.

Pada perkembangan selanjutnya wakaf ahli ini dianggap kurang dapat
memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan
kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang

diserahi harta wakaf tersebut.

. Wakaf Umum atau Khairi

Wakaf umum adalah wakaf yang tujuannya untuk umum, seperti
masjid, mushalla, sekolahan, rumah jompo dan lain-lain yang bisa disebut
“wakaf sosial’*®. Jenis wakaf kedua ini juga disebut wakaf khairi artinya
wakaf yang diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan
umum.*’

Jenis wakaf seperti ini diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad

Saw yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khathab. Beliau

¥ ibid, h. 245
%6 Mundzir Qohaf, Manajemen Wakaf Produktifh. 111
47 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 35



memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para
tamu, dan hamba sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini
ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya. Yang
mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia
pada umumnya.

Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara
membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya
kalau dilihat dari segi manfaat kegunaannya merupakan salah satu upaya
sebagai sarana pembangunan baik di bidang keagamaan khusus seperti
peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesechatan, keamanan dan
seterusnya. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa
manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan atau kepentingan umum dan
tidak hanya untuk kepentingan keluarga tertentu saja.

Wakaf Khairi atau wakaf ahli inilah yang benar-benar sejalan dengan
amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan
pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia selama harta

masih dapat diambil manfaatnya®.

* Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 245



BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF

PASAR PAING RUNGKUT KIDUL SURABAYA

A. Gambaran Umum Lokasi YATAWA PP Rungkut Kidul Surabaya

I. Bidang Pemerintahan'

a)

Luas dan Batas Wilayah
1) Luas Wilayah : 117.460 M?

2) Batas Wilayah

a) Sebelah Utara : Kelurahan Kali Rungkut
b) Sebelah Selatan : Kecamatan Gunung Anyar
c) Sebelah Barat : Kecamatan Tenggilis

d) Sebelah Timur : Kelurahan Medokan Ayu

b) Kondisi Geografis

1) Ketinggian Tanah Dari Permukaan Air Laut: £+ 4,5 M
2) Banyak Curah Hujan : 2.000 Mm/Thn
3) Suhu Udara Rata-Rata :30°C -35°C

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) :

1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan :0,6 Km
2) Jarak dari Ibukota Kabupaten/kota Surabaya :12  Km
3) Jarak dari Ibukota Propinsi :16 Km

! Data Monografi Kelurahan Rungkut Kidul 2006
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4) Jarak dari Ibukota Negara

d) Pertanahan

a. Tanah bersertifikat

b. Tanah tak bersertifikat

e) Kependudukan

1.

Jumlah penduduk menurut
a. Jenis kelamin

1) Laki-Laki

2) Perempuan
b. kepala keluarga

c. Kewarganegaraan

:793 Km

:396 Buah 10.670 Ha

:365 Buah 29.977 Ha

: 6.379 Orang
:6.386 Orang

:3.497 KK

: 12.755 orang

:5 orang

1) WNI

2) WNA
Jumlah Penganut Agama
a) Islam :9.722 Orang
b) Kristen :1.495 Orang
c) Katolik :992 Orang
d) Hindu :74  Orang
e) Budha : 158 Orang
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3. Mata Pencaharian Penduduk :

a) Karyawan
b) Wiraswasta
¢) Tani
d) Buruh Tani
e) Pensiunan
II. Bidang Pembangunan
A. Agama
Sarana peribadatan
a. Jumlah masjid
b. Jumlah mushala
B. Keschatan
Rumah sakit swasta
C. Pendidikan
a. Pendidikan Umum
1) Kelompok Bermain
2) TK
3) Sekolah Dasar
4) SMTP

5) SMTA

: 3.322 Orang
:590 Orang

7 Orang
:18  Orang

: 113 Orang

14 Buah

:19 Buah

: 1 Buah

:2  Gedung5
24 Gedung 11

:3 Gedung 52
:2  Gedung 78

01 Gedung 60

Guru 125

Guru 320

Guru 740

Guru 130

Guru 740

Murid

Murid

Murid

Murid

Murid
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b. Pendidikan Khusus
1) Pondok pesantren : 18 Gedung 18 Guru 1.675 Murid

2) Madrasah 12 Gedung 20 Guru 650 Murid

II. Bidang Kemasyarakatan

a. Agama

1) Majelis Ta’lim : 2 kelompok 3010 anggota
2) Remaja Masjid : 4 kelompok 130  anggota
b. Kesehatan

1) Posyandu : 13 Buah

2) Klinik KB : 2 Buah

3) Puskesmas : 2 Buah

B. Sejarah Tanah Wakaf Pasar Paing

Bermula dari niat dan keinginan para jama’ah masjid Al-Mustofa
Rungkut Kidul, yang terdiri dari orang-orang petani ex gogol dalam usaha
mengembangkan agama Islam dan memakmurkan masjid, maka dari hasil
musyawarah diputuskan untuk menyumbangkan sebagian tanah sawah
rombengan (pergogol seluas 80 cm x 100 m) sehingga dari maksud tersebut
terkumpullah tanah seluas kurang lebih 8.985 m?

Pada tahunl1954 kata sepakat dicapailah mufakat dari 121 pemilik hak
atas tanah rombengan (gogol tetap) untuk mewakafkan haknya masing-masing

kepada pengurus masjid Al-Mustofa kelurahan Rungkut Kidul yang diwakilkan
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kepada 9 (sembilan) orang gogol tetap untuk selanjutnya diaserahkan kepada 5
(lima) orang ulama atau kyai yang menjadi pengurus masjid Al-Mustofa
tersebut.

Pelaksanaan ijab qobul (penyerahan wakaf) dilaksanakan di serambi
masjid al-Mustofa dengan ketentuan :*

1. Setiap seorang gogol tetap menyumbangkan sebagian haknya sekitar 80m’
dengan ketentuan lebar 80cm (sepanjang satu doran/pegangan cangkul) x
panjang sawah rata-rata 100 m sebanyak 121 orang gogol tetap.

2. Dasar perwakafan tersebut menggunakan Syariat Islam dengan merujuk pada
Kitab Fathul Qorib dengan ketentuan syahnya suatu perbuatan hukum wakaf
harus memenuhi syarat rukunnya, yaitu :

a. Adanya wakif, yaitu orang yang wakaf dalam hal ini 121 orang gogol
tetap yang diwakilkan oleh 11 orang

b. Mauquf adalah objek yang diwakatkan yaitu tanah sawah, rombengan
dengan ukuran 80 cm x panjang 100 m = 80 m® x 121 Orang gogol tetap
kurang lebih seluas 9.680, namun setelah di ukur SK Kelurahan Rungkut
Kidul No.593/288/402.92.02.02/1990 seluas 8.985 m?

c. Mauquf Alaih adalah orang yang mcnerima wakaf yaitu 5 (lima) orang

ulama

? Berkas Yayasan Tanah Wakaf Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya
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d. Ijab Qobul adalah ucapan atau iqrar/kesepakatan dalam perbuatan
hukum penyerahan wakaf tersebut.

Pada tahun 1959 hak atas tanah sawah tersebut (tanah wakaf) telah
berubah fungsi dari tanah yang menghasilkan padi difungsikan menjadi lapangan
olahraga, mengingat Kelurahan Rungkut Kidul (pada saat itu masih desa)
sebagai pusat pemerintahan kecamatan Rungkut. Atas dasar kesepakatan antara
Kepala Desa Rungkut Kidul dengan tokoh masyarakat, alim ulama, kepala
pemuda, ketua koperasi dan koordinator sosial kematian. Dengan ketentuan
status tanah wakaf tetap sebagaimana yang diikrarkan akan tetapi manfaat tanah
tersebut untuk selurubh wilayah Kecamatan Rungkut.

Pada tahun 1972 diatas tanah wakaf tersebut telah dibangun kantor
kelurahan, balai desa, rumah dinas dan pasar desa (dengan biaya swadaya murni
masyarakat) atas dasar kesepakatém antara lurah dengan pengurus lembaga
swadaya desa (LSD) selain itu juga pengurus masjid Al-Mustofa dengan
pertimbangan untuk menyatukan pelayanan masyarakat desa dalam satu
lingkungan(disatukan fasilitas kantor kelurahan, rumah dinas, balai desa) dan
khusus untuk pasar desa guna kepentingan kas masjid sebagaimana tujuan
perwakafan tersebut dilakukan.

Pada tahun 1973 telah terjadi pergantian lurah Rungkut Kidul kepada
lurah baru yakni seorang purnawirawan polisi yang melanjutkan pengembangan

pembangunan pasar desa diatas hak atas tanah wakaf tersebut dengan harapan
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yang utama adalah untuk mendapatkan pendapatan kas masjid dan sosial
keagamaan di desa Rungkut Kidul. Dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1986
pengelolaan pasar ditangani oleh lurah dan pengurus LKMD yang nota bene
adalah pengurus masjid Al-Mustofa (sebagai penerima wakaf), dimana setiap
pertemuan sclalu ditekankan dan di ingatkan pada bapak lurah jangan sampai
merubah status tanah wakaf menjadi tanah bondo deso.

Kira-kira pada tahun 1987 ketua LKMD dan bapak lurah mengadakan
rapat secara khusus yang membahas tentang isu yang berkembang perihal
dirubahnya status tanah wakaf menjadi tanah bondo deso.

Namun, pada tahun 1990 ketika para ulama dan tokoh masyarakat hendak
mengurus sertifikat hak atas tanah tersebut sebagaimana anjuran menteri agama
PP. no. 28 tahun 1997 Jo. Menpenag n0. 1 tahun 1978 tentang Peraturan
Pelaksanaan Pemerintah no. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik dan
instruksi bersama Menteri Agama dan Kepala BPN no. 4 tahun 1990, maka
dalam pelaksanaan persertifikatan tersebut mengalami hambatan ketika sampai
pada pembuatan PP no. 10 tahun 1960 dimana ditegaskan oleh Bapak Camat
Rungkut bahwa objek tanah tersebut sudah berganti statusnya menjadi tanah
bondo deso Kelurahan Rungkut Kidul atas dasar pengajuan secara sepihak yang
dilakukan oleh lurah tanpa persetujuan tokoh masyarakat, alim ulama dan forum
LKMD atau rembug kelurahan. Dimana hal ini telah menyalahi ketentuan

prosedur pengalihan hak atas tanah tersebut. Mengingat hak atas tanah tersebut
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sccara defacto telah dikuasai secara nyata dan tegas dalam ikrarnya bahwa tanah
wakaf tersebut diperuntukan untuk kepentingan masjid Al-Mustofa dan sosial
kemasyarakatan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas secara kronologis dari tahun ketahun
bahwa status penyerahan hak atas tanah sawah rombengan pemilik 121 eks gogol
tetap dengan ketentuan syari’at wakaf berdasarkan hukum Islam sebelum adanya
Undang-undang baru yang mengaturnya, maka status hukumnya adalah syah
adanya. Adapun pengalihan status tanah wakaf tersebut menjadi tanah bondo
deso hanyalah sebagai tendensi politis dalam posisi jabatan selaku lurah
carctaker. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku
bahwa seseorang atau badan hukum yang tidak mempunyai hak terhadap suatu

barang atau hak maka batal secara hukum semua perbuatan yang dilakukan oleh

orang tersebut .

. Sejarah Yayasan Tanah Wakaf Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya (YATAWA

PP)
Berawal dari sulitnya menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf Pasar Paing

tersebut maka pengurus masjid Al Mustofa membentuk tim 15 yang bertugas
menyelesaikan status tanah wakaf tersebut dalam hal sertifikasi. Selain itu juga
tim 15 mendapatkan tugas untuk mengelola tanah wakaf sehingga hasilnya bisa

maksimal dalam pengelolaan tersebut.
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Sclanjutnya tim 15 membicarakan tugas untuk membentuk
kepengurusan tanah wakaf yang bersifat permanen, yang nantinya diharapkan
pengelolaan tanah wakaf tersebut menjadi jelas dengan adanya tanggung jawab
dari pengurus yang sudah dibentuk tersebut.

Sckitar bulan September 2001 tim 15 sepakat mengadakan
musyawarah dengan menghadirkan beberapa pemuka masyarakat di daerah
Rungkut Kidul yang mengetahui seluk beluk tentang tanah wakaf, hingga pada
akhirnya peserta rapat sepakat untuk membuat kepengurusan tanah wakaf tetap
dengan menyertakan pengurus atau ta’mir masjid Al-Mustofa. Susunan pengurus

tersebut adalah sebagai berikut :

. SUSUNAN PENGURUS YAYASAN TANAH WAKAF PASAR PAING
RUNGKUT KIDUL SURABAYA:
A. DEWAN PENASEHAT :
1. KH. Moch.Towil Huda
2 H. Abdl. Fatah
3 H. Misbahuddin
4. H. Muhajir Yusuf
5 Moch. Kusoyin
B. DEWAN PENGURUS :
1. Ketua : H. Moch. Rukhin
2 Wakil ketua : Drs. H. Moch. Ghufron
3 Sekretaris : H. Saroil Abidin
4. Wakil sekertaris : H. Sachan SH
5 Bendahara : H. Ach. Yasak
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C. DEWAN PENGAWAS

1.

2
3
4.
5

Drs. Suparto
Drs. Sofuwan
H. Muklis Safik
M. Khoiron
Abd. Hofur

E. Upaya — Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pasar Paing

Rungkut Kidul Surabaya

1. Upaya pengelolaan tanah wakaf oleh Yayasan Tanah Wakaf Pasar Paing

(YATAWA PP) Rungkut Kidul Surabaya.

Dalam pengelolaan tanah wakaf, Yayasan Tanah Wakaf Pasar Paing

(YATAWA PP) melakukan kebijakan sebagai berikut:

a.

Pembangunan Pasar

Dalam rangka pembangunan pasar yang berasal dari tanah wakaf
tersebut, masyarakat sekitar memberikan respon yang sangat baik,
sehingga bersama masyarakat sekitar, pengurus YATAWA PP memulai
membangun pasar yang lebih layak dan representatif untuk perdagangan.

Pada mulanya YATAWA PP terlebih dahulu membuat
perencanaan untuk menentukan langkah pembentukan pasar yang
diinginkan, baik dari segi arsitektur maupun keamanan bagi penjual dan

pembeli nantinya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dalam
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pembangunan pasar tersebut memperoleh hasil yang efektif (tepat) dan
cfisien dengan segala keterbatasan.

Menurut pengurus YATAWA PP hal tersebut jika tidak dilakukan
dan dibangun seadanya hanya akan menambah masalah, selain itu pasar
tersebut akan kurang diminati schingga tidak memiliki daya saing., dan
pada akhirnya jika ada pasar baru yang lebih baik dan menarik, maka
pasar yang dibangun dengan apa adanya tersebut akan ditinggalkan oleh
pedagang yang menghuninya dan bisa jadi daya tarik pembeli dapat
berkurang meski hanya melihat dari kemasan atau keadaan luarnya saja.

Sehingga pada akhimya pengurus YATAWA PP mendatangkan
kontraktor yang dipercaya dapat bekerja sama dalam menyelesaikan
pembangunan pasar tersebut agar lebih baik, representatif untuk
perdagangan dan yang paling utama tanah wakaf berdaya maksimal baik
dari segi kuantitas dan kualitas.

Pada tahun 2001 tepatnya bulan Oktober pembangunan pasar
dimulai dan secara langsung diawasi oleh pengurus YATAWA PP dan
masyarakat sekitar, hal ini dilakukan agar dapat mengetahui secara
langsung proses pembangunan yang sesuai dengan keinginan pengurus
YATAWA PP dan masyarakat sekitar.

Dampak dari pembangunan pasar megah tersebut tidak lain adalah

adanya penjualan sebagian stand pasar, dimana harga termahal dari stand



56

terscbut adalah Rp 37 juta dan paling murah 5,7juta. Tentunya sesuai
dengan keadaan stand terscbut dan mekanisme pembayaran 50% dibayar
di muka dan sisanya diangsur.

Dalam masalah penjualan stand tersebut, pengurus YATAWA PP
menjelaskan bahwa penjualan sebagian stand di maksudkan untuk modal
awal pembangunan pasar tersebut. Dimana akad yang dilakukan adalah
akad penyewaan tanah dan membayar sewa tanah untuk kepentingan
wakaf yang berasal dari hasil penjualan stand tersebut.

Pengurus YATAWA PP lebih mengidentikkan hal tersebut
dengan penanaman saham yang dikenal dengan sebutan saham monopoli,
dimana saham yang berupa bagian sama dalam membangun bangunan
diatas tanah wakaf yang disewakan dengan akad penyewaan dalam
jangka yang telah di tentukan hingga selesainya masa akad, dan tentunya
dengan uang sewa yang ditentukan. Dalam hal ini, nadzir wakaf menjadi
pengurus dan manajer bangunan mewakili pemiliknya dan untuk
kepentingannya.

Pengurus YATAWA PP juga-menjelaskan bahwa pada mulanya
modal yang dipakai diawal pembangunan berasal dari sumbangan
masyarakat sekitar sehingga dari pembangunan tersebut bisa dikatakan

murni dana dari dalam, artinya tidak melibatkan pemerintah sebagai
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donatur dalam pecmbangunan tersebut. Dan Alhamdulillah hasilnya bisa
dinikmati oleh para pedagang dan pembeli untuk saat ini.
Untuk operasional pasar pengurus YATAWA PP mempekerjakan
38 karyawan, mulai dari pengurus harian, penarik retribusi, petugas
kebersihan hingga keamanan. Dimana uniknya dari personil keamanan
pengurus YATAWA PP melibatkan BANSER sebagai profesi harian.
2. Upaya Pengembangan. Tanah Wakaf Pasar Paing.

Karena pada mulanya tanah wakaf tersebut adalah berupa pasar
tradisional, maka usaha yang ada pada saat itu hanya berupa stand atau usaha
yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga. Namun, setelah
mengalami perubahan pada bangunan yang sebelumnya telah direncanakan
untuk pengembangan usaha, dalam hal ini pengurus YATAWA PP
menambah jumlah stand dan jenis usaha yang ada di Pasar Paing. Berikut
adalah upaya pengembangan yang ada di Pasar Paing yang dilakukan oleh
pengurus YATAWA PP :

a. Adanya stand yang terdiri dari stand Tertutup dan Terbuka
1. Stand terbuka, kegiatan dari stand ini adalah jual beli kebutuhan
rumah tangga. Stand tersebut terdiri dari 360 stand yang meliputi :
1) Penjualan sayur mayor
2) Penjualan bumbu

3) Penjualan ayam
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4) Penjualan daging
S) dan penjualan ikan
2. Stand tertutup yang terdiri dari 200 stand, meliputi :
a. Peracangan
b. Penjualan peralatan elektro
c. Penjualan pakaian
d. Penjualan sandal
e. Penjualan tas
f. dan penjualan gerabah
3. Stand buah-buahan, yang menjual berbagai macam buah baik lokal
maupun import, yang terdiri 47 stand.
b. Depot
Pada umumnya depot tersebut menjual makanan siap saji selevel
warung, dibawah pengawasan pengurus YATAWA PP setempat, depot
yang terdiri dari 13 stand itu mendapat pengawasan secara langsung
oleh pengurus setempat untuk memastikan mengenai kehalalan makanan
yang dijualbelikan, hal tersebut dilakukan karena mayoritas pembeli yang

ada di Pasar Paing tersebut adalah warga muslim’.

3 Hasil Wawancara dengan H. Saroil Abidin,23 Oktober 2008, Pasar Paing Rungkut Kidul
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c. Toko Emas

Bangunan ini difungsikan sebagai pusat jual beli emas yang saat
itu hanya ada di kawasan Rungkut. Toko emas yang sampai saat ini
berjumlah 12 stand, mampu bersaing dengan toko emas baru yang berada
di kawasan sekitar Rungkut saat ini.

d. Ruang Pameran

Pada mulanya ruang pameran tersebut dimanfaatkan dan
disewakan para sponsor untuk promosi produk yang diperdagangkan di
Pasar Paing, semisal promosi rokok, shampoo dan produk lainnya. Ruang
pameran ini bersifat insidentil (hanya waktu tertentu). Namun dalam
pengembangan selanjutnya pemberdayaan tanah wakaf Pasar Paing
ditinjau dari segi sosial telah mampu menarik perhatian warga sekitar
untuk memfasilitasi segala kebutuhan warga dalam rangka “pemenuhan
hajatan”, yakni dengan menyewakan ruang pameran tersebut untuk
pelaksanaan hajatan dengan prosedur yang telah diatur oleh pengurus
YATAWA PP.

Penyewaan ruang pameran tersebut biasanya digunakan untuk
pameran karya seni, dan hal inilah yang semakin membuat pengurus
YATAWA PP untuk lebih meningkatkan promosi dalam pengembangan
tanah wakaf dan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan

pengembangan dalam bentuk lainnya.
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e. Kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, bank perkreditan
rakyat adalah lcmbaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya
dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 disebutkan
bahwa BPR adalah lembaga keuangan baik yang melaksanakan tugas
berdasarkan prinsip syariah*

Modus didirikan BPR atau yang biasa disebut koperasi pasar
adalah sebagai investor atau penanam modal bagi para pedagang yang
ada di Pasar Paing yang difungsikan untuk pengembangan usaha oleh
para pedagang tersebut. tujuan Bank Perkreditan Rakyat ini adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama
masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di
pedesaan

2. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan, sehingga
dapat mengurangi arus urbanisasi

3. Menambah semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi
dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas

hidup yang memadai.

* Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan llustrasi, h. 83
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Strategi opcrasional yang dilakukan oleh Bank Perkreditan
Rakyat ini adalah :

1. BPR tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan
fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau
penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu
tambahan modal sehingga memiliki prospek bisnis yang baik

2. BPR memiliki Janis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka
pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil

3. BPR mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat
kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan’.

BPR pada dasarnya sebagai lembaga keuangan yang dapat
memberikan jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum. Dan
sesuai UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, BPR hanya dapat
melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut®:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.

2. memberikan kredit

3. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip

syariah.

3 ibid, h. 85
6 ibid, h. 87
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Seperti halnya bank pada umumnya, di BPR Pasar Paing juga
memberikan layanan simpan pinjam, namun yang terjadi di lokasi tanah
wakaf Pasar Paing tcrsebut ternyata lebih banyak nasabah (dalam hal ini
penjual) yang melakukan pinjaman dari pada melakukan simpanan..

Mengenai teknis pelaksanaan juga tidak jauh beda dengan
bank-bank pada umumnya, hanya saja dari hasil pengalaman sclama
dibukanya BPR di tanah wakaf Pasar Paing ada hal-hal yang dianggap
sebagai kebijakan dari pengurus YATAWA PP, mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan pinjaman yang ada di BPR tersebut adalah:’

1. Perputaran nasabah/pengguliran nasabah dalam pencairan dana hanya
terjadi 1 kali dalam 1 tahun, maksudnya dalam 1 tahun pedagang
dapat melakukan tranksaksinya, namun dalam hal peminjaman BPR
hanya dapat mencairkan 1 kali dalam waktu tertentu (maksimal 1
tahun). Setelah nasabah melunasi peminjaman (dalam waktu yang
telah ditentukan) BPR memberi kesempatan kembali bagi para
nasabah untuk melakukan pinjaman kembali.

2. Terpusat bagi pedagang yang aktif, artinya yang dapat melakukan
pinjaman hanya pedagang yang masih aktif dilokasi Tanah Wakaf

Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya.

7 Hasil Wawancara dengan H. Saroil Abidin selaku bagian wakaf di YATAWA PP,29
oktober 2008, Pasar Paing Rungkut Kidul
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3. Nominal yang dipinjamkan sekitar RP. | juta— Rp. 5 juta pernasabah
(perpedagang).

Yang membedakan BPR ini dengan BPR yang ada pada umumnya
adalah dalam melakukan pinjaman pihak bank wajib melaporkan kepada
pengurus YATAWA PP selaku pengawas dan pengendali dalam
pengembangan Pasar Paing dan dalam rangka pengembagan tanah wakaf.

Uniknya adalah pengurus YATAWA PP yang memberi
persetujuan mengenai boleh tidaknya nasabah/pedagang dalam
melakukan pinjaman, tentunya melalui pertimbangan yang telah
dilakukan® .

f. Lomba Burung

Pengembangan Pasar Paing yang satu ini sekilas terlihat aneh,
karena pada umumnya kegiatan pasar adalah melakukan transaksi jual
beli, namun di Pasar Paing ini ada perlombaan burung bagi kalangan
umum.

Bukan tanpa alasan, namun hal ini dilakukan untuk memberi
semangat baru bagi para pedagang burung yang saat ini tidak aktif dalam
berdagang. Sebelum adanya isu flu burung, di Pasar Paing juga terdapat

10-12 stand yang membuka usahanya dengan berdagang burung. Namun

% ibid
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karcna isu terscbut para pedagang pesimis hingga pada akhirnya menutup
usaha tersebut.

Pengurus YATAWA berinisiatif untuk menghidupkan kembali
stand-stand burung tersebut dengan melakukan plerlombaan burung, yang
aktifitas kegiatannya dimulai dari :

a. | x seminggu tingkat Rungkut dan sekitar

b. 1 x sebulan tingkat I

c. 1 x setahun tingkat Nasional (biasanya ditepatkan pada tanggal 17
Agustus).

Tujuan lomba burung menurut pengurus YATAWA PP adalah
sebagai berikut : ¢
1. Memberi semangat baru bagi pedagang untuk mengembangkan

usahanya
2. Memberi wawasan bagi para pedagang untuk mencari jaringan
pembeli dari luar.

Namun sampai saat ini stand-stand tersebut masih belum aktif

dan membutuhkan waktu untuk memulai usaha tersebut.

. Kantor Informasi

Kantor informasi ini berfungsi sebagai lembaga pengawas secara
langsung dari segala aktifitas yang ada di dalam lokasi tanah wakaf

tersebut, maupun sebagai Lembaga Administrasi di tanah wakaf Pasar
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Paing, serta sebagai pusat informasi mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan Yayasan Tanah Wakaf Pasar Paing (YATAWA PP).

Kantor informasi  seclain sebagai lembaga pengawas juga
memberikan pelayanan informasi yang tidak hanya terbatas pada keadaan
objektif pasar saja, namun juga memberikan layanan berupa informasi
bagi para pencari ilmu yang ingin mengkaji atau mengembangkan
keilmuannya mengenai masalah perwakafan atau wakaf produktif dalam
hal ini.

Sehingga Pasar Paing yang berusaha menjadi pasar modern tidak
lepas dari pengawasan, karena status tanah Pasar Paing tersebut adalah
tanah wakaf dan apapun yang terjadi. Dalam hal ini, pengurus YATAWA
PP berusaha tetap konsisten pada peraturan yang ada sehingga

diusahakan tetap terjaga tujuan wakaf yang sebenarnya.

. Mushala

Tujuan pembangunan mushalla di tengah maraknya aktifitas
perdagangan adalah sebagai sarana bagi penghuni pasar, baik penjual
maupun pembeli untuk melaksanakan kewajibannya yakni “shalat”,
karena mayoritas penghuni yang ada di Pasar Paing tersebut beragama
Islam.

Sehingga keberadaan mushalla tersebut diharapkan dapat memicu

semangat untuk selalu beribadah dan sebagai sarana pengingat bagi para
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penjual dan pembeli mengingat padatnya aktifitas yang ada di dalam

tersebut.

F. Kendala dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pasar Paing

Rungkut Kidul Surabaya

Dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pasar
Paing Rungkut Kidul Surabaya, pengurus YATAWA PP mengalami kendala-
kendala sebagai berikut:

1. Berdirinya Swalayan besar / Mal di sekitar daerah Rungkut

Berdirinya swalayan besar atau mall mengakibatkan daya tarik
pembeli di Pasar Paing tersebut cenderung menurun. Hal ini mungkin saja
terjadi, karena masyarakat kita saat ini cenderung pada pola hidup yang
modern sehingga cara berpikir mereka pun seakan-akan modern. Pada hal, hal
tersebut tidak ada kaitannya dengan kebutuhan dalam pemenuhan hidup
sehari-hari seperti, pemenuhan konsumsi, pakaian, dan lain-lainnya.

Kita mengetahui, bahwa produk yang mereka jual belikan tidak kalah
dengan swalayan, bahkan mengenai harga lebih hemat (murah ) dari pada
yang ada di swalayan tersebut.

2. Akses jalan menuju pasar belum terlaksana

Dalam hal ini, pengurus YATAWA bersama Pemerintah Kota

(PEMKOT) Daerah Tingkat II dan berhubungan dengan penataan kota yang

ada di daerah Surabaya, khususnya di daerah Rungkut kidul menéanangkan
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pelebaran jalan demi tertibnya lalu lintas dan bangunan -bangunan yang ada
di Rungkut Kidul tentunya tidak terlepas dari keinginan pengurus YATAWA
PP agar dari hasil pelebaran jalan tersebut posisi Pasar Paing menjadi lebih
strategis lagi, schingga sarana transportasi lebih mudah menuju Pasar Paing
tersebut.
3. Faktor ekonomi yang tidak menentu
Faktor ekonomi masyarakat yang tidak menentu mengakibatkan daya
beli masyarakat pun menurun. Akibatnya aktifitas jual beli menjadi sepi
sehingga penghasilan para penjual pun menjadi menurun.
4. Banyaknya masyarakat yang di PHK
Kendala yang satu ini tidak dapat dipungkiri lagi sebagai kendala
dalam pengembangan Pasar Paing Surabaya. Banyaknya PHK tersebut
mengakibatkan = masyarakat, khususnya warga yang berada di daerah
Rungkut kembali di kampung halaman masing-masing. Sechingga

mengakibatkan berkurangnya jumlah pembeli yang ada di pasar tersebut.

G. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pasar Paing
Rungkut Kidul Surabaya

Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Tanah wakaf Pasar Paing Rungkut

Kidul Surabaya tidak dapat dipungkiri sebagai penopang perekonomian
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secbagian besar warga masyarakat Rungkut, khususnya masyarakat Rungkut

Kidul setempat.

Keberadaan wakaf  tersebut benar-benar diupayakan baik dari segi
pengclolaan maupun pengembangan  tanah wakaf untuk kesejahteraan
masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa di hindari lagi, karena memang
latar belakang adanya tanah wakaf Pasar Paing tersebut untuk dimanfaatkan bagi
kepentingan umum, dalam hal ini hasil pengembangan tanah wakaf Pasar Paing .

Berikut ini pemanfaatan dari hasil Pengelolaan dan Pengembangan Tanah
Wakaf Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya antara lain :

1. Diperuntukkan untuk : masjid Al-Mustafa, madrasah, Mushalla, subsidi guru
ngaji, pemangku mushalla, donator yatim piatu dan fakir miskin yang ada di
daerah Rungkut Kidul. Dalam hal ini pengurus YATAWA PP membagi hasil
pemanfaatan sebesar 40 % dari hasil retribusi pasar.

2. Untuk biaya operasional, perawatan, rekening dan gaji karyawan yang ada di
Pasar Paing. Dalam hal ini pengurus YATAWA PP membagi hasil
pemanfaatan sebesar 50 %.

3. Dan hasil pemanfaatan lainnya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan
jam’iyah NU dan BANOM (secara Insidentil) yang meliputi kegiatan
pengajian umum dan haul. Dalam hal ini pengurus YATAWA PP membagi

hasil pemanfaatan sebesar 10 %.



BAB IV
ANALISIS UPAYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
WAKAF PRODUKTIF PASAR PAING RUNGKUT KIDUL

SURABAYA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisis Upaya Pengelolaan Wakaf Produktif Pasar Paing Rungkut Kidul
Surabaya.

Berangkat dari realitas empirik dimana masih terdapat keterputusan
pemahaman, jika tidak ingin dikatakan pemahaman yang statis terhadap
persoalan wakaf maka reinterpretasi dalam pemahaman baru mengenai wakaf
menjadi penting, hal ini perlu dilakukan agar ajaran, konsep, dan praktek wakaf
bisa mengiringi perkembangan persoalan yang semakin komplek. Dan agar
relevan maka teori wakaf perlu dilatarbelakangi oleh teori perubahan sosial dan
teori pembangunan.

Menurut penulis, pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh pengurus
YATAWA PP adalah sebuah terobosan baru yang mencoba merubah pola pikir
masyarakat sekitar, bahwa sebenarnya wakaf yang dikenal sebagai amalan atau
ibadah yang selalu mengalir pahalanya tersebut tidak cukup hanya di jadikan
benda konsumtif saja, namun lebih bercermin pada situasi yang ada di sekitar
dimana tanah wakaf tersebut berada untuk pengembangan selanjutnya. Dalam
hal ini Rungkut Kidul Surabaya yang saat itu mengalami masalah keterpurukan

ckonomi menjadikan nadzir wakaf bangkit untuk melawan masalah tersebut

69
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dengan menjadikan pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagai solusi untuk

pengentasan masalah tersebut.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu hal yang selama ini
menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf adalah keberadaan nadzir
(pengelola) yang masih tradisional. Ketradisionalan nadzir dipengaruhi
diantara lain adalah :'

1. Karena masih kuatnya paham mayoritas umat islam yang masih stagnan
(beku) terhadap persoalan wakaf . selama ini wakaf hanya diletakkan
sebagai ajaran agama yang kurang memiliki posisi penting. Apalagi arus
utama mayoritas ulama Indonesia lebih mementingkan aspek keabadian
wakaf dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya. Sehingga banyak
seckali benda-benda wakaf yang kurang memberi manfaat kepada
masyarakat banyak, bahkan dibiarkan begitu saja karena adanya
pemahaman yang mengikuti pendapat imam Syafi’i yang melarang adanya
perubahan benda-benda wakaf, meskipun benda tersebut rusak sekalipun.
Dari sinilah kemudian benda-benda wakaf tidak bisa dikembangkan secara
optimal.

2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nadzir wakaf.
Sebagaimana yang kita ketahui banyak para wakif yang menyerahkan

hartanya lebih didasarkan atas kepercayaan kepada para tokoh agama

! Ahmad Djunaidi, Thobib Al Ahsyar, Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif
untuk Kesejahteraan Umat, h. 53
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seperti kyai, ustadz, guru dan lain sebagainya, sedangkan merecka kurang
atau tidak mempertimbangkan kualitas (kemampuan) manajerialnya,
sehingga benda-benda wakaf banyak yang tidak terurus atau terbengkalai.

. Lemahnya kemauan para nadzir wakaf yang menambah ruwetnya kondisi
wakaf di tanah air. Dalam hal ini banyak nadzir wakaf yang tidak memiliki
militansi yang kuat kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf
untuk kesejahteraan umat. Naifnya lagi, diantara sekian banyak nadzir ada
yang justru mengambil keuntungan secara sepihak dengan menyalahkan
peruntukan benda wakaf, seperti menyewakan tanah wakaf untuk bisnis
demi kepentingan pribadi atau ada juga yang secara sengaja menjual
dengan pihak ketiga dengan cara yang tidak sah.

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dalam mengurusi
wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian
pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan sehingga berfungsi tidaknya
benda wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri. Mengingat salah satu tujuan
wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu
memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara
profesional dan bertanggung jawab.’

Melihat pemberdayaan wakaf yang ada disekitar Rungkut, masyarakat

hanya memahami wakaf sebagai suatu ibadah yang hanya ditujukan semata-

% ibid, h. 54
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mata kepada Allah SWT. Sehingga aspek kemanfaatan dari wakaf itu sendiri
tidak dirasakan masyarakat sekitar, dan dalam hal ini nadzir hanya
berkewajiban menjaga harta wakaf sesuai apa yang dikehendaki oleh si wakif.
Pemikiran masyarakat Rungkut dalam masalah perwakafan, mereka
lebih menginterpretasikan masalah tersebut pada sebuah hadits Nabi yang
artinya :
“ Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya nabi Muhammad bersabda;
apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya
kecuali tiga perkara, yakni shadaqah jariyah, imu yang bermanfaat dan
anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”.
Dari hadits tersebut pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan
wakaf adalah:®
1. Shadaqah jariyah : wakaf adalah salah satu bentuk sedekah yang lebih
dikenal dengan sebutan shadaqah jariyah. Jadi shadaqah jariyah adalah
wakaf itu sendiri. (hal ini sesuai penjelasan Sayid Sabiq, 1971:378 bahwa
“yang dimaksud shadaqah jariyah adalah wakaf”.*)
2. llmu yang bermanfaat: masyarakat  menyimpulkan bahwa untuk
mendapatkan ilmu maka harus ada sarana dan prasarana, schingga
berdampak pada pemanfaatan wakaf di daerah ini (Rungkut) lebih banyak

di jadikan sebagai sarana pendidikan bersifat umum maupun agama, seperti

wakaf dijadikan mushalla, masjid, pesantren, sekolahan, dan lain-lain.

3 Hasil wawancara dengan Bapak Mukhtasor selaku ketua NU Rungkut, 12 November 2008,
Rungkut Tengah
4 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 35
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3. Anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya: dengan adanya sarana
dan prasarana pendidikan diharapkan muncul dan terbentuk generasi yang
mampu memanfaatkan ilmu yang telah didapat, dan salah satu contoh
adalah adanya generasi yang mampu berterima kasih kepada kedua orang
tuannya atau mampu mendoakan kedua orang tuanya.

Menurut penulis kecenderungan pola fikir seperti inilah yang
mengakibatkan pengembangan wakaf hanya dikelola sesuai dengan tujuan
wakaf yang ada dalam hadist tersebut. Padahal jika kita berfikir secara cermat
tujuan yang ada diawal biasa dikembangkan lebih besar lagi, baik fungsi
maupun pemanfaatan hasil dari pemberdayaan wakaf tersebut tanpa
menyimpang dari tujuan wakaf itu sendiri.

Dimana dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan
Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, menyebutkan dalam
pasal 42 bahwa:’

“Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkannya.”

Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa nadzir wakaf harus mempunyai
kemampuan untuk mengelola wakaf tersebut sesuai tujuan wakaf. Untuk itu,

dalam rangka meningkatkan kemampuan nadzhir di perlukan sistem

* Departemen Agama, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang No.
1 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya,
h.21
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pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, dimana
sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia ini bertujuan untuk:®

1. meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan
keterampilan para nadzhir wakaf di semua tingkatan dalam rangka
membangun kemampuan menajerial yang tangguh, professional dan
bertanggung jawab.

2. membentuk sikap dan perilaku nadzhir wakaf sesuai dengan posisi
yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat islamyang
mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan
pertanggung jawaban di hadapan Tuhan.

3. menciptakan pola pikir atas persepsi yang sama dalam memahami dan
menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan Per
Undang-Undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah
dikontrol, baik daerah maupun pusat

4. mengajak para nadzhir wakaf untuk memahami tata cara dan pola
pengelolaan yang lebih berorentasi pada kepentingan pelaksanaan
Syariah Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang, sehingga
wakaf bisa di jadikan sebagai salah satu elemen penting dalam

menunjang penerapan sistem ekonomi syari’ah secara terpadu.

®Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Strategi
Wakaf Tunai di Indonesiah. 21-22
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Dari Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa lembaga nadzir harus
dikelola secara profesional, karena jika tanah wakaf berbentuk tanah strategis,
mempunyai nilai ekonomis, maka dapat dikembangkan dengan berbagai bentuk
usaha yang memerlukan kepiawaian nadzir untuk menyikapi masalah yang ada
di lingkungan sekitar tanah wakaf tersebut berada, dan terlalu banyak contoh
pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nadzir yang tidak mempunyai
kemampuan memadai, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada
sasaran wakaf.’

Dari sini cukup jelas bahwa nadzir menempati posisi yang sangat
sentral dalam pola pengembangan harta wakaf. Ditinjau dari segi nadzir,
dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan
manfaat harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya,
meskipun demikian nadzir tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta
tersebut. Dan dalam hal ini para ulama sepakat bahwa kekuasaan nadzir wakaf
hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk diamanatkan sesuai dengan

tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wakif.®

? Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 84
8 ibid, h. 84
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B. Analisis Upaya Pengembangan Wakaf Produktif Pasar Paing Rungkut Kidul
Surabaya

Dalam upaya pengembangan yang dilakukan oleh pengurus YATAWA
PP di mana dengan mendirikan beberapa usaha atau upaya dalam rangka
meningkatkan pengembangan Pasar Paing yang hasilnya nanti akan di
peruntukan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.

Namun demikian beberapa usaha yang dilakukan oleh pengurus
YATAWA PP ini tergolong “tidak biasa” dari kegiatan yang pada umumnya
adalah jual beli barang kebutuhan rumah tangga.

Dalam pasal 43 disebutkan :

1. pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir
sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai
dengan prinsip syariah

2. pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif

3. dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang
dimaksud pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka digunakan
lembaga penjamin syari’ah.

Dari pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan
dan pengembangan harta benda harus dilakukan sesuai prinsip syariah dan di
lakukan secara produktif. Dimana jika kita kembali pada pengelolaan dan
pengembangan Pasar Paing sekilas upaya yang dilakukan tidak berkaitan
dengan kegiatan yang ada di pasar umumnya, misalnya kegiatan perlombaan

burung yang biasanya dijadikan ajang perjudian bagi masyarakat. Namun

sesuai data yang di teliti di Pasar Paing mengenai perlombaan burung adalah
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benar-benar dalam rangka peningkatan dan pengembangan Pasar Paing itu
sendiri tanpa ada unsur perjudian sama sekali.”

Kemudian berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai
lembaga penjamin syariah. Hal ini sesuai dengan UU Perbankan No. 10 Tahun
1998 dimana dijelaskan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang
melaksanakan tugas secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syari’ah.

Bank Perkreditan (BPR) yang dijadikan koperasi bagi pedagang adalah
hal baru yang di lakukan oleh pedagang sekitar, dimana mereka pada umumnya
melakukan simpan pinjam seperti di bank-bank lain bahkan pada “rentenit”
yang ada di masyarakat sekitar.

Di sini pengurus YATAWA PP sebagai pengurus dan pemberi kuasa
langsung terhadap kinerja BPR, dan dalam hal memberi pinjaman harus seizin
pengurus YATAWA PP adalah dalam rangka demi kelancaran dan keamanan
terhadap pemberdayaan tanah wakaf dan pengembangan tanah wakaf yang
memang harus di tentukan dan di pertimbangan demi tercapainya tujuan
tersebut.'

Selanjutnnya dengan adanya ruang pameran yanng di gunakan sebagai
pagelaran seni, promosi produk sampai pada dijadikannya fasilitas oleh

masyarakat dalam rangka pemenuhan hajatan (tempat hajatan) adalah suatu

® lihat hal. 63
1% )ihat hal. 62-63
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upaya yang mencoba melibatkan langsung masyarakat dalam pengembangan
dan pemberdayaan tanah wakaf Pasar Paing di Rungkut Kidul Surabaya.

Upaya yang lainnya seperti penambahan stand, depot, toko emas
sampai adanya kantor informasi dan mushala hanyalah sebagai pelengkap
aktifitas jual beli dan dalam rangka peningkatan dan pengembangan tanah
wakaf, dimana pengurus YATAWA PP terlibat langsung di dalammya sebagai
pengawas dan pengendali segala aktifitas yang ada di dalam tanah wakaf
tersebut.

Dengan adanya Undang-Undang Wakaf yang mengatur semangat
Pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif di harapkan dapat tercipta
kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, namun regulasi peraturan
Perundang-undangan di bidang keuangan dan perekonomian (khususnya
perekonomian berbasis syari’ah) harus juga segera dilakukan untuk mendukung
semangat Undang-Undang Wakaf dalam rangka memberdayakan wakaf secara

produktif.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
Produktif Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya

Karena pada dasarnya hukum wakaf adalah sunnah yang bersifat anjuran,

dimana dalam Al-Quran dan Al-Hadits tidak memberikan gambaran atau contoh

praktek dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf secara konkrit, sehingga
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menurut penulis upaya yang dilakukan oleh Pengurus YATAWA PP adalah
sudah sesuai. Dalam hal ini penulis lebih melihat pada:
a.Cara pengurus mengembangkan dan memberdayakan tanah wakaf tersebut.
b.Tujuan wakaf yang sudah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits.
c.Pemanfaatan wakaf yang sudah sesuai dengan sasaran wakaf

Dari upaya yang dilakukan baik pengelolaan maupun pengembangan
tanah wakaf Pasar Paing menggambarkan bahwa upaya pengelolaan dan
pengembangan yang di lakukan oleh Pengurus YATAWA PP adalah demi
meningkatkan pengembangan pasar tersebut.

Di sini Pengurus YATAWA PP berusaha untuk tetap konsisten
melakukan amanah yang di berikan oleh si wakif kepada pengurus YATAWA
PP, yakni mengelola tanah wakaf sehingga dapat bermanfaat hasilnya bagi
masyarakat.

Namun, bertolak dari praktek pengelolaan dan pengembangan tersebut
dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. penerapan yang jelas sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini masih terlihat
adanya variasi, tetapi dapat segera diketahui acuannya dalam Hukum
Islam atau perundang-udangan,

2. penerapan yang berbeda dari ketentuan hukum Islam atau figih islam

maupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan ini hanya



80

mengenai tatacara atau prosedurnya, atau juga substansi kegiatannya

sendiri.

3. penerapan yang ternyata belum ditemukan atau tidak ditemukan
pengaturannya secara jelas, yaitu tidak dibicarakan dalam Figih Islam
dan peraturan yang berlaku, atau tidak ditemukan pengeturannya dalam
salah satu di antara keduanya.

Sehingga menurut penulis upaya yang dilakukan oleh nadzir dalam
pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf tersebut adalah sesuai dengan al-
Qur'an dan hadits, dimana disebutkan dalam Surat Al Dzariat ayat 55 yang
artinya: “ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah SWT apa yang ada di langit
dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah SWT itu benar dan
tetapi kebanyakan mercka tidak mengetahuinya”. Yang mana manusia sebagai
makhluk Allah SWT yang diberi jiwa, akal pikiran, perasaan dengan beberapa
tugas kewajiban dalam hidupnya dan mereka dikaruniai harta milik Allah SWT
sebagai amanat yang harus dipeliharanya dan harta tersebut harus digunakan
untuk kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan harus digunakan sesuai
dengan petunjuknya. Firman Allah SWT dalam surat adz-Dzariyat ayat 19 yang
artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian’.

Dan dari ayat tersebut bisa kita ketahui bahwa harta yang kita miliki

sesungguhnya ada hak orang-orang yang membutuhkan schingga kita wajib
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menyedekahkan sebagian harta kita. Dan amal wakaf adalah sedekah dimana
didalamnya ada pahala yang terus mengalir. Hal tersebut senada dengan firman
Allah SWT yang Artinya: ‘“Perumpamaan orang-orang yang menatkahkan
hartanya dijalan Allah SWT adalah serupa dengan sebutir benih yang
menumbuhkan tujub butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah SWT
melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dikehendaki dan Allah SWT

Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”(QS. Al-Bagarah: 261)

Dan riwayat Abu Hurairoh r.a, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW
telah bersabda: “apabila anak adam meninggal maka putuslah amalnya, kecuali
tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang

mendoakan orang tvanya’.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Upaya pengelolaan dengan kebijakan pembangunan pusat perdagangan atau
pasar yang diberi nama YATAWA PP Rungkut Kidul Surabaya, dilanjutkan
dengan pengembangan yang meliputi penambahan jenis dan jumlah stand,
mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menyewakan ruang pameran,
mengadakan lomba burung dan membangun kantor informasi serta mushola
disekitar tanah wakaf.

Menurut hokum Islam upaya yang dilakukan oleh pengurus YATAWA PP
dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sudah sesuai. Dalam hal
ini dapat dilihat pada cara pengurus mengembangkan berbagai macam usaha
dalam memberdayakan tanah wakaf, tujuan wakaf yang sudah sesuai dengan
Al-Qur'an dan Hadits dan pemanfaatan hasil pengembangan wakaf yang

sesuai dengan sasaran wakaf.

82
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B. SARAN
1. Untuk Pengurus YATAWA PP
Dalam perwakafan, bagi nadzhir hendaknya meningkatkan
kesungguhan dalam mengelola objek wakaf. Sebab merupakan amanat yang
harus ditangguang jawabkan keberadaannya baik kepada Pemerintah maupun
kepada Allah Swt, disamping menjaga kelestarian shadaqah jariyah dari
wakif sehingga apa yang menjadi tujuan tercapai.
2. Untuk Masayarakat
Bagi masyarakat diharapkan agar turut serta berpartisipasi dalam
meningkatan pengembangan pasar paing kedepan. Sechingga apa yang

menjadi tujuan pemberdayaan wakaf dapat terwujud.
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